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1. Layanan Informasi melalui Permohonan
Persyaratan pemohon informasi publik:
a. pemohon informasi publik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) mengisi formulir permohonan informasi;
2) memberikan fotokopi tanda bukti diri (KTP/KK/SIM/kartu pelajar/kartu
mahasiswa); dan
3) melampirkan surat perintah tugas (bila pemohon mengatasnamakan
institusi/badan hukum).
b. permohonan informasi publik dilakukan secara tertulis dengan cara:
1) mengisi formulir permohonan; dan
2) membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (“BPUI").
c. permohonan informasi publik dapat dilakukan dengan:
1) mengajukan permohonan tertulis melalui surat elektronik, surat tertulis, atau
faksimile; dan
2) mengajukan permohonan tertulis yang disampaikan dengan datang
langsung ke kantor pusat/kantor cabang BPUI atau Anggota Holding BPUI.

2. Kewajiban Pemohon Informasi

a. Pemohon informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemohon informasi publik wajib mencantumkan sumber perolehan informasi
publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan
publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemohon informasi publik wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan
perusahaan sesuai dengan undang-undang.

3. Mekanisme Permohonan Informasi Publik
a. Permohonan informasi publik dilakukan secara tertulis.
b. Permohonan yang diajukan secara tertulis, yang di antaranya:
1) mengisi formulir permohonan; dan
2) membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
c. Formulir permohonan sekurang-kurangnya memuat:
1) nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan
informasi publik di registrasi;
2) nama;
3) alamat;
4) pekerjaan;
5) nomor telepon/email;
6) rincian Informasi yang dibutuhkan;
7) tujuan penggunaan Informasi;
8) cara memperoleh Informasi; dan
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9) cara mendapatkan salinan informasi.

Permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis dengan cara datang

langsung ke kantor pusat/kantor cabang BPUI atau Anggota Holding BPUI atau

melalui surat elektronik, surat tertulis, dan faksimile;

Pemohon informasi publik harus menyerahkan seluruh persyaratan yang

disampaikan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (a);

PPID mengoordinasikan pencatatan permohonan informasi publik dalam buku

pendaftaran pemohon informasi publik.

Buku pendaftaran permohonan informasi publik sekurang-kurangnya memuat:

1) nomor pendaftaran permohonan;

2) tanggal permohonan;

3) nama pemohon informasi publik;

4) alamat;

5) nomor telepon atau email;

6) pekerjaan;

7) informasi publik yang diminta;

8) tujuan penggunaan Informasi;

9) status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah
penguasaan perusahaan atau telah didokumentasikan;

10) jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon informasi publik ingin
melihat atau mendapatkan salinan informasi;

11) keputusan untuk menerima, menolak atau menyarankan ke perusahaan lain
apabila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan perusahaan
lain;

12) alasan penolakan bila permohonan informasi publik ditolak;

13) hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan

14) biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang
diminta.

PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan memiliki

nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik yang

diserahkan kepada pemohon informasi publik.

Dalam hal permohonan informasi dilakukan melalui surat elektronik atau cara lain

yang tidak memungkinkan perusahaan memberikan nomor pendaftaran secara

langsung, maka PPID wajib memastikan memberikan nomor pendaftaran
dikirimkan kepada pemohon informasi publik saat permohonan diterima.

Bila permintaan Informasi disampaikan melalui surat atau faksimile, maka PPID

memberikan nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman

informasi.

Apabila pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui

informasi publik, PPID wajib memberikan akses bagi pemohon untuk melihat

informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai.

PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor

pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik.

PPID harus memberikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

apabila permohonan informasi publik ditolak.
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PPID wajib memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang
dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa
informasi publik yang dimohon.

PPID harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi
publik apabila informasi publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau
seluruhnya.

PPID harus memberikan informasi kepada pemohon informasi publik tentang tata
cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
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